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ABSTRAK

Globalisasi te

T Ry teknologi informasi yang telah mengubah dunia ke cra yber

dengan sarana internet vang menghadirkan cyberspace dengan realitas vi o
manamricin ki s ghe an cyberspace dengan realitas virtualnya
awarkan kepada manusia berbagai harapan dan kemudah: Akan tetapi di
hil“]\ ““ 1il'[1hu] ) L l‘ apan dai Ll]]l.l anan Kan lelapi ul
pedibatiet i 15 persoalan berupa kejahatan yang dinamakan cybercrime,

C dAli 1 ! » TR~ ” . . . 5

v ;11 tidak mengenal batas wilayah (borderless) serta waktu kejadian
» -u. “UIl; an dan pcla.lku sering berada di negara yang berbeda. Cybercrime
e “id ukan melalui sistem jaringan komputernya itu sendiri yang menjadi
;’)?Si“i” dan komputer itu sendiri yang menjadi sarana untuk melakukan kejahatan.
du embangan teknologi informasi yang demikian pesatnya haruslah diantisipasi
~lgan hukum yang mengaturnya. Dampak negatif tersebut harus diantisipasi dan
filtanggulangl dengan hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi
informasi dan komunikasi. Produk hukum yang berkaitan dengan ruang siber
(cyber space) atau mayantara ini dibutuhkan untuk memberikan keamanan dan
kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi

agar dapat berkembang secara optimal.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut untuk melakukan
terhadap Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Teknologi
Informasi Melalui Hukum Pidana maka dalam skripsi ini dibatasi dalam 2 (dua)
permasalahan yaitu: Bagaimana kebijakan formulasi hukum pidana 1e.rhadap
tindak pidana teknologi informasi saat “ni dan Bagaimana kebijakan aphka‘uf yang
dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam upaya penanggulangan tindak pidana

teknologi informasi. ; : :
Kajian penelitian ini bersifat yuridis normatif sebagai pendekatan utama,

mengingat pembahasan didasarkan pada peraturan -pemndang-und'al‘qg?m dap
prinsip hukum yang berlaku dalam masalah tindak pidana .teknologl informasi.
Pendekatan yuridis dimasudkan untuk melakukan pengkajian terhadap bidang

hukum, khususnya hukum pidana. Pendekatan yuridis komparatif juga ciilakukth
untuk melakukan perbandingan dengan negara-negara yang sudah me:lpunydl.
peraturan perundang-undangan (statute :approach) dan ;.Jendekat'fm q;?scdisrli
(conceptual approach) tentang tindak pidana teknologi informast. Sta

penelitian ini adalah deskriptif analitis yang ;1_1<?ng%:mf11}:a?fdata sekunder sebagal
data utama dengan menggunakan teknik penelitian kualitatit. 1 e
i i fjadi an dalam tesis 1!

Hasil analisa yang dapat dijadikan sebagai kesimpu = e

i . ukum pidana terhadap tindak p
:;gar:lﬁikzsal:]takiil{] f(;l;ln UIaS;cbelum CfiSahkannya yUU ITE terdapat beberapa
l »

penelitian
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BAB 1V

PENUTUP

K,,iml’“"“

e, clnh nelakukan penelitian hukum dengan metode-metode dan analisis

mmﬂna dikemukakan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai

—

pelum diundangkanny Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang

0 v"’"
| 7
? f,masi dan Transaksi Elektronik terdapat beberapa  ketentuan
|
jang- _undangan  yang berhubungan dengan pemanfaatan dan
y.lnhg‘mm teknologi informasi yang diatur dalam KUHP dan
pen
g-undang di luar KUHP. Kebijakan formulasi terhadap

peberapa undan
dang scbelum  disahkannya UU ITE baik dalam hal

- undang-un
| :enis sanksi pidana, perumusan sanksi pidana, subjek dan

Wmlinsinr‘d
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